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ABSTRAK 
 
Dewi Sartika Tenriajeng. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar, Tinjauan Kriminologis Tentang Budaya Siri’ dalam 
melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Sulawesi Selatan, 
Pembimbing I Muhadar Pembimbing II Wiwie Heryani. 
Dalam skripsi ini Penulis membahas tentang konsepsi hukum yang berlaku di 
masyrakat bagi pelaku pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologi dan 
hubungan antara pelaku pembunuhan jika ditinjau dari budaya Siri. Sejauh 
ini, aturan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana pembunuhan telah berlaku 
sebagaimana mestinya yaitu pasal 338 KUHP untuk pembunhan biasa. 
Namun, hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan harus 
mengacu pada Pasal 5 Ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman  yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum diwajibkan untuk menciptakan 
rasa keadilan dengan dengan mempertimbangkan pidana yang tepat bagi 
pelaku tindak pidana pembunuhan karena rasa Siri’. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan memilih instansi 
terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Polres Soppeng, Pengadilan 
Negeri Watansoppeng, dan Rutan Kelas IIB Watansoppeng. Tujuan dari 
penulisan ini adalah untuk menambah wawasan tentang asas kepastian 
hukum dalam pelaksanannya oleh para penegak. Teknik pengumpulan data 
berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data 
penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan 
wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat 
sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur 
yang dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan 
dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang dibahas dalam skripsi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya hakim cenderung 
hanya memperhatikan Pasal 338 KUHP, namun dalam pemberian sanksi 
kurang memperhatikan segala aspek yang ada pada terdakwa. Hakim kurang 
memperhatikan Pasal 5 Ayat 1 UU No.48 Tahun 2009. Kedepannya, hakim 
dituntut untuk lebih memperhatikan delik pidana adat dalam menjatuhkan 
sanksi dengan menghadirkan pemangku adat, praktisi hukum, dan akademisi 
sebagai saksi ahli dalam persidangan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum. Namun, dalam kehidupan 
sehari-hari banyak peristiwa pidana yang kerap terjadi. Salah satunya yaitu 
tindak pidana pembunuhan. Berbagai motif pelaku dalam melakukan tindak 
pidana ini, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat 
permasalahan ini apabila dikaitkan dengan pelaku yang notabene suku 
bugis dan menjunjung tinggi budaya Siri’. 
Karakteristik Indonesia sebagai negara berbudaya seharusnya 
mampu mencegah ancaman tindak pidana pembunuhan. Sebab, 
kebudayaan sejatinya berkembang sebagai landasan moral yang 
mengajarkan kebaikan. Namun bagaimana dengan salah satu budaya lokal 
di Indonesia yang menjunjung tinggi rasa malu yaitu budaya masyarakat 
suku Bugis yang dikenal dengan istilah Siri’. Orang Bugis menempatkan 
Siri’ sebagai sesuatu yang sangat penting hingga mati pun dapat menjadi 
berharga yang setimpal untuk mempertahankan Siri’ ini. Banyaknya 
peristiwa pembunuhan di Sulawesi Selatan yang dilatar belakangi oleh Siri’ 
menunjukkan bahwa dalam  ukuran tertentu, nilai-nilai budaya bugis ini 
masih tetap ada dalam keseharian masyarakat di Sulawesi Selatan. 
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Siri’ bukan semata-mata persoalan  pribadi yang muncul dengan 
spontan. Siri’ lebih kepada sesuatu yang dirasakan bersama dan 
merupakan bentuk solidaritas sosial. Hal ini dapat menjadi motif penggerak 
penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu prestasi sosial 
bagi masyarakat Bugis. Itulah sebabnya mengapa banyak intelektual Bugis 
cenderung memuji Siri’ sebagai suatu kebajikan.  
Pesse’ atau lengkapnya pesse’ babbua yang berarti ikut merasakan 
penderitaan orang lain dalam perut sendiri, mengindisikan perasaan haru 
(empati) yang mendalam terhadap tetangga, kerabat, atau sesama 
anggota kelompok sosial. Hal ini melambangkan solidaritas, tak hanya 
pada seseorang yang telah dipermalukan, namun bagi siapa saja dalam 
kelompok sosial yang sedang dalam keadaan serba kekurangan, berduka, 
mengalami musibah, atau menderita sakit keras. 
Pesse’ berhubungan erat dengan identitas: pesse’ bersama 
merupakan pengikat para anggota kelompok sosial. Hal itu tentu juga 
berlaku untuk kelompok etnis. Antara sesama oerang Bugis, terutama para 
pelaut atau perantau yang sedang berada di negeri orang, pesse’ yang 
mendasari rasa memiliki identitas “ke-Bugis-an” mereka, menjadi 
“sempugi” sesama orang Bugis. Oleh sebab itu, ada pepatah mengatakan, 
“Iya sempugi’ku, rekkua de’na siri’na, engka messa pesse’na”, yang berarti 
“kalaupun saudaraku sesama Bugis (sempugi’ku) tidak menaruh siri’ 
atasku, paling tidak, dia masih menyisakan pesse’. 
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Jadi, rasa saling Pesse’ antar anggota sebuah kelompok adalah 
kekuatan pemersatu yang penting. Perjanjian antara dua orang menjadi 
“sesama saudara”, begitu pula kesadaran sebagai anggota sebuah 
kelompok yang sama, dengan demikian, membawa pula tanggung jawab 
yang tidak boleh diabaikan, agar tidak kehilangan kehormatan. Kata 
pepatah: pauno siri’, ma’palete pesse ri pa’masareng esse’(kehormatan 
bisa menyebabkan kematianmu, dan rasa iba bisa membawamu ke alam 
baka). Itu berarti bahwa antara siri’ dan pesse’ harus tetap ada 
keseimbangan agar bisa saling menetralisir titik ekstrem masing-masing. 
(Nurdin Yatim, Subsistem Honorofik : 33). 
Belakangan ini di Kabupaten Soppeng marak pembunuhan yang 
dilatar belakangi oleh Siri’ yang menyangkut hal perkawinan. Salah 
satunya yaitu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh suami pertama 
terhadap suami kedua dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh 
suami terhadap kekasih istrinya. Jika ditelisik, latar belakangnya sama 
yaitu berusaha mempertahankan kehormatan keluarganya. 
Sedangkan, dalam Suku Bugis yang menganut budaya Siri’ wajib 
bagi seorang laki-laki untuk mempertahankan Siri’ keluarganya maupun 
dengan cara membunuh. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu 
alasan bagi penulis untuk menjadikan permasalahan dalam sebuah skripsi 
yang berjudul “Tinjauan Kriminologis tentang Budaya Siri’ dalam 
Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Masyarakat Sulawesi 
Selatan” bagaimana korelasi antara hukum positif yang berlaku di 
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Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan jika dikaitkan dengan 
budaya Siri’ yang merupakan warisan lokal suku Bugis yang sudah ada 
sejak dahulu kala. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana konsepsi hukum yang berlaku di masyarakat bagi pelaku 
pembunuhan berdasarkan perpektif kriminologi hukum? 
2. Bagaimana hubungan antara hukum bagi pelaku pembunuhan jika 
ditinjau dari budaya siri’? 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Untuk mengetahui konsepsi hukum bagi pelaku pembunuhan 
berdasarkan perspektif kriminologi hukum 
2. Untuk mengetahui hubungan antara hukum yang berlaku di 
Indonesia dengan budaya Siri’ yang diyakini oleh suku Bugis 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Krimiminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis secara harfiah berasal dari 
kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti 
ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan 
atau penjahat.  
Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelediki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi 
teoritis atau murni).(Eko Hariyanto: 2014: 18) 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(The body of knowledge regarding phenomenon). Menurut Sutherland 
kriminologi mencakupi proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran 
hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. (Topo Santoso, Eva Achjani 
Zulfa: 2014: 10) 
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Menurut Paul Mudigdo Mulyono memberikan defisinisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia. (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa: 2014: 10) 
Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
(Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa: 2014: 12) 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengaman yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya dari 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.(Topo Santoso, 
Eva Achjani Zulfa: 2014: 12) 
Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
perbuatan jahat dan prilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang 
terlibat dalam prilaku jahat dan perbuatan tercela itu.(Topo Santoso, Eva 
Achjani Zulfa: 2014: 12) 
Wolfgang, Savits dan Jhonston dalam The Sosiology Of Crime and 
Delinquency memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
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keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat 
terhadap keduanya.(Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa: 2014: 12) 
Menurut Stehan Hurwitz seorangProfessor penal Law and 
Criminology dari University of Copenhagen, Denmark, dalam bukunya 
Criminology (1952). Beliau memandang kriminologi sebagai suatu istilah 
umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan 
beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. 
(Stephen Hurwitz, Kriminologi, disadur oleh L. Muljatno, Jakarta: Bina 
Aksara, 1986, hal.3). 
Wilhem Sauer mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang murni dan praktis. Menurut beliau: kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh 
individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya, sehingga obyek penelitian 
kriminologi ada dua, yaitu: pertama, kriminalitas sebagai gejala dalam hidup 
seseorang (perbuatan dan pelaku) dan kedua, kriminalitas dalam hidup 
bernegara dan bangsa. (Stephen Hurwitz, Kriminologi, disadur oleh L. 
Muljatno, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal.3). 
Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi sesusngguhnya 
mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila. 
(Stephen Hurwitz, Kriminologi, disadur oleh L. Muljatno, Jakarta: Bina 
Aksara, 1986, hal.4). 
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Definisi berikutnya dikemukakan oleh Walter C. Reckless sebagai berikut: 
“Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam 
tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman 
bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama yaitu 
kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: [1] kajian terhadap si 
pelaku, dan [2] kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban 
manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah [1] 
masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik, 
mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi (hukuman 
percobaan), institusionalisasi dan parole (pembebasan bersyarat); 
serta [2] keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap 
titik perjalanan” (Recklees,1973:v).(Eko Harianto: 2014: 22) 
 
Sedangkan Sudjono dalam bukunya tentang Kriminologi: Ruang 
Lingkup dan Cara Penelitian (1974: 15-17) adalah ilmu pengetahuan yang 
ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah 
manusia...Kriminologi adalah satu pelajaran tentang sebab akibat, 
perbaikan dan pencegahan dari prilaku kriminil (kejahatan)...Adapun 
pelajaran cara memperlakukan memperlakukan penjahat-penjahat 
(treatment of criminal) yang terhukum, adalah salah satu cabang dari 
kriminologi, kadang-kadang dikenal sebagai pengetahuan hukuman 
penjara, tetapi makin banyak disebut perbaikan (koreksi) yang dikenal 
dengan pelajaran Penoloagi. (Sudjono: 1974: 15-17) 
Menurut Martin L.Haskell dan Lewis Yablonsky dalam bukunya 
Criminology: Crime and Criminality (1974: 3), kriminologi sebagai studi 
ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang sifat dan 
luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan, perkembangan hukum pidana dan 
pelaksanaan peradilan pidana, ciri-ciri penjahat, pembinaan penjahat, pola-
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pola kriminalitas, dan akibat kejahatan atas perubahan sosial. (Eko 
Hariyanto: 2014: 23) 
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
W.J.S. Poerwadarminta (1984:169) mengemukakan bahwa: 
“pembunuhan adalah perbuatan membunuh”. Istilah membunuh 
didefinisikannya sebagai :membuat supaya mati; mematikan”. Definisi ini 
menyaratkan bahwa suatu tindakan disebut pembunuhan bila 
mengakibatkan kematian. Ini berarti tindakan bunuh diri juga termasuk di 
dalam definisi tersebut. (Eko Hariyanto: 2014: 1) 
Istilah pembunuhan biasanya disepadankan dengan istilah homicide 
dalam bahasa Inggris. Dalam Webster’s New World Dictionary of The 
American Languange (1985:695) diuraikan bahwa: istilah homicide berasal 
dari dua kata, yakni: kata homo yang berarti a man atau manusia dan 
caedere yang berarti to cut (memotong) atau to kill (membunuh). Sehingga 
bila kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi homicide yang artinya 
adalah: 
“setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain”. 
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Definisi senada juga dikemukakan oleh beberapa penulis lainnya, 
diantaranya adalah: Henry Pratt Fairchild, dkk dalam Dictionary of 
Sosiology and Related Sciences (1977:143 dan 200); Llyod L. Weinreb 
(lihat Kadish, 1983: 85-865), dan juga Marvin e. Wolfgang dan Margaret A. 
Zahn dalam Sanford H. Kadish 9ed), Encyclopedia of Crime and Justice 
(1983:855-865); Don C. Gibbons (1992: 252-263); Marshall B. Clinard dan 
Robert F. Mier (1989: 117); Kenneth Polk (1994: 8) dan Barry Mitchell 
(1990:3). (Eko Hariyanto: 2014: 2) 
Definisi yang agak berbeda juga diberikan oleh Daly dan Wilson 
(1988: 14)keduanya mengemukakan bahwa: (Eko Hariyanto: 2014: 2) 
“pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara 
pribadi dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan 
kepada orang lain-contohnya: keracunan yang terjadi di luar 
konteks peperangan, dan tindakan tersebut ternyata 
mengakibatkan celaka)” 
 
Definisi lainnya dikemukakan oleh David F. Luckenbill dalam 
karyanya Criminal Homicide as A Situatied Transaction bahwa:(Eko 
Hariyanto: 2014: 3) 
 
“pembunuhan kriminal sekarang ini didefinisikan sebagai 
pengambilan kehidupan orang secara tidak sah, dengan tujuan 
yang jelas untuk membunuh atau membuat luka-luka jasmaniah 
yang mengakibatkan kematian, dan tidak dalam proses daripada 
beberapa aktivitas kriminal lainnya”. 
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Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak 
pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita 
berpegang pada paham cultural relatism (Nitibaskara, 1987:7) maka kita 
akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pidana pembunuhan itu 
sebagai kejahatan atau bukan sangatlah tergantung pada waktu dan tempat 
dimana peristiwa terjadi (relativitas kejahatan). 
Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai 
pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku 
harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 
dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
pelakunya itu harus ditujukan ada akibat berupa meninggalnya orang lain 
tersebut. 
Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya 
ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat 
yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu 
di dalam doktrin juga disebut sebagai constitutief-gevolg atau sebagai 
akibat konstitutif. 
Tindak pidana pembunuhan itu merupakan delik materiil atau suatu 
materieel delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut 
sebagai suatu delict met materiele omschrijiving yang artinya delik yang 
dirumuskan secara materiil yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai 
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telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang 
dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana 
dimaksud diatas. (P.A.F Lamintang, Theo Lamintang: 2012: 1) 
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya 
suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang 
lain itu sendiri belum timbul. 
Mengenai opzet dari seorang pelaku yang harus ditunjukkan pada 
akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat 
disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud di atas, 
Simons berpendapat bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat opzet 
seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni 
apakah orang daat menerima adanya lembaga voorwaardelijk opzet atau 
tidak. (P.A.F Lamintang, 2012 : 2). 
Dari berbagai definisi diatas, diperoleh beberapa anasir yang 
menjadi karakteristik suatu tindak kejahatan. Diantaranya adalah: 
a. Bila mengakibatkan kematian; 
b. Yang terbunuh adalah orang lain; 
c. Terjadi di luar konteks peperangan; 
d. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat 
penegak hukum; 
e. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan dianggap 
sebagai tindak kejahatan; 
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f. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan 
lainnya. 
Pembunuhan (homicide) adalah setiap upaya menghilangkan nyawa 
orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan 
tindakan kriminal (criminal homicide) ataupun tindakan non-kriminal 
(noncriminal homicide). (Eko Hariyanto: 2014: 7) 
Pembunuhan kriminal  (cripable homicide) sering dibedakan dalam 
hukum dengan pembunuhan tingkat satu atau dua (first of second degree 
murder) dan manslaughter (Gibbons, 1992:252-263; Kadish, 1983: 849). 
Perbedaan ini berdasarkan pada tingkat premeditation dan malice 
aforethought. (Gibbons, 1992: 252). 
Suatu pembunuhan kriminal umumnya dianggap pembunuhan 
tingkat satu (fisrt-degree murder), ketika seseorang menyebabkan 
kematian orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan ada niat 
untuk itu atau pembunuhan tingkat dua (second-degree murder), ketika 
kematian tersebut disebabkan oleh kebencian dan ada niat untuk itu, tetapi 
tidak direncanakan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan  sengaja yang 
tidak direncanakan (voluntary manslaughter) biasanya meliputi niat untuk 
mengakibatkan luka-luka fisik tanpa dengan sengaja bermaksud untuk 
membunuh; pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan karena 
kelalaian atau kesembronoan tanpa niatan untuk melukai. 
Sedangkan bentuk-bentuk pembunuhan non-kriminal (innocent 
homicide) meliputi pembunuhan yang dapat dimaafkan (excusable 
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homicide), biasanya dalam mempertahankan diri, dan pembunuhan yang 
dapat dibenarkan (justifiable homicide), seperti ketika polisi membunuh 
penjahat atau terpidana yang dihukum mati oleh negara. 
Para peneliti masalah pembunuhan telah membuat berbagai 
taksonomi tentang pembunuhan dan pelakunya yang berbeda dengan 
klasifikasi berdasarkan kategori hukum sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, Manfred Guttmacher menyatakan 
bahwa pelaku pembunuhan mempunyai kejiwaan yang normal, sociopathic, 
alcoholic, dan avenging murderer dan juga pembunuh schizophrenic dan 
psikopatik. Pelaku pembunuhan lainnya adalah pembunuhan homoseksual, 
pasif-agresif dan pembunuh sadistik. Akan tetapi, setiap jenis karakteristik 
individu masuk dalam populasi pembunuh, karena itu klasifikasi 
Guttmacher ini bersifat terlalu anekdot dan deskriptif untuk menjelaskan 
tentang tindak kejahatan pembunuhan. Sejenis dengan skema Guttmacher, 
W. Lindsay Neustatter menggunakan studi kasus untuk mengilustrasikan 
pelaku pembunuhan yang bersifat schizophrenic, histerik, dan mentally 
defective. Neustatter berpendapat bahwa sejumlah pelaku pembunuhan 
bersifat paranoid, epileptic, atau mengalami kerusakan organ otak. 
Sedangkan pelaku lainnya bersifat sadistik, psikopatik, melankolik, atau 
menderita hipolicemia. Skema Neustatter ini, seperti juga skema 
Guttmacher agaknya bersifat deksriptif dan anekdot. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
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Dalam Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain 
harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 
a. Adanya wujud perbuatan 
b. Adanya akibat berupa kematian (orang lain) 
c. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
perbuatan dengan akibat berupa kematian  
Wujud perbuatan tersebut mengandung perbuatan bahwa perbuatan 
menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan positif 
dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus 
diwujudkan secara aktif dengan gerakan anggota tubuh. Timbulnya akibat, 
artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya 
hilangnya naywa orang lain karena suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana 
tersebut baru dapat dikatakan selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya 
dilakukan suatu perbuatan. Tanpa melihat pembunuhan itu dilakukan 
terhadap siapa. Artinya terhadap siapapun pembunuhan dilakukan Pasal 
338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan. 
Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga 
ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus mencakup 
tiga hal yaitu sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian dan 
keharusan, dan sengaja insyaf akan kemungkinan.  
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
a. Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa) 
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“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa seorang lain 
diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun” 
 
Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain 
dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana 
pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat 
perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang 
yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberi nama 
doorslag. 
b. Pasal 339 KUHP (Pembunuhan Berencana) 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahulukan oleh suatu 
delik yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri 
sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal 
tertangkap basah (betrapping op heterdaad) ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
 
Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain 
dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya moord. 
c. Pasal 340 KUHP 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang 
dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 
dua puluh tahun.” 
 
d. Pasal 341,342, dan 343 (Pembunuhan terhadap bayi atau anak) 
e. Pasal 344 KUHP (Pembunuhan atas permintaan korban) 
“Barangsiapa merampas nyawa milik orang lain atas permintaan 
orang itu sendiri yang jelasnya dikatakan dengan kesungguhan 
hati, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 
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f. Pasal 345, melarang dan mengancam dengan pidana penjara 
terhadap tindakan yang mendorong orang lain untuk bunuh diri 
g. Pasal 346-349 melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara terhadap tindakan pengguguran kandungan 
h. Pasal 351 ayat 2, melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun terhadappenganiayaan yang 
mengakibatkan kematian 
i. Pasal 353 ayat 3 melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun terhadap tindak 
penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan 
kematian 
j. Pasal 354 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara paling lama sepuluh tahun terhadap penganiayaan berat 
yang mengakibatkan kematian 
k. Pasal 355 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun terhadap penganiayaan 
berat  yang direncanakan terlebih dulu dan mengakibatkan 
kematian 
l. Pasal 356 berisi tentang pemberatan pidana dengan 
sepertiganya terhadap pelanggaran terhadap Pasal 351, 353, 
354, dan 355 bagi yang melakukan terhadapnya; ibu, bapaknya, 
istrinya atau anaknya (ayat 1); seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah (ayat 2); dengan 
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memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 
keselamatan untuk dimakan atau diminum (ayat 3) 
m. Pasal 358 ayat 2 melarang dan mengancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun terhadap keikut sertaan dalam 
penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang 
yang mengakibatkan kematian. 
n. Pasal 359 menyebutkan bahwa barangsiapa karena kealpaan 
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu 
tahun. 
C. Pengertian Suku Bugis dan Budaya Siri’ 
1. Definisi Suku Bugis 
Orang Bugis adalah salah satu dari berbagai suku bangsa di Asia 
Tenggara dengan populasi lebih dari empat juta orang. Mereka mendiami 
barat daya pulau Sulawesi. Mereka termasuk ke dalam rumpun keluarga 
besar Austronesia. Meskipun orang Bugis mungkin sudah tidak asing lagi 
bagi pembaca novel Joseh Conrad atau bagi yang pernah melihat perahu 
mereka berlabuh di berbagai bandar di Indonesia, tetapi dibandingkan 
suku-suku lainnya, orang-orang Bugis sejak berabad-abad lamanya 
sebenarnya merupakan salah satu suku bangsa yang paling dikenal di 
Nusantara. Ironisnya, dari sedikit “pengetahuan” yang beredar mengenai 
mereka, sebagian besar diantaranya justru merupakan informasi yang 
keliru. Terlepas dari itu semua, orang Bugis sebenarnya memiliki berbagai 
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ciri khas yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat 
di wilayah nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang 
sama sekali tidak mengandung pengaruh India dan tanpa mendirikan kota 
sebagai pusat aktivitas mereka. Bagi suku-suku lain disekitarnya, orang 
Bugis dikenal sebagai orang berkarakter keras dan sangat menjungjung 
tinggi kehormatan. Bila perlu, demi memertahankan kehormatan, mereka 
bersedia melakukan tindak kekerasan. Namun demikian, dibalik keras itu, 
orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat 
menghargai orang lain serta sangat tinggi rasa kesetia kawanannya. 
Pada umumnya, sebagian besar suku di Sulawesi Selatan 
mempunyai hubungan, baik linguistik maupun budaya dan sejarah. Wilayah 
tempat tinggal orang Bugis berada dibagian tengah Sulawesi Selatan 
sehingga mereka menjadi satu-satunya suku yang bersentuhan langsung 
dengan hampir semua suku lain yang berdiam di provinsi tersebut. Keadaan 
ini menyebabkan mereka memiliki berbagai persamaan dengan suku-suku 
itu. Karena jumlah mereka paling banyak, dominasi orang Bugis kadang-
kadang menyebabkan tetangganya tidak tampak di mata orang luar 
terutama mereka yang juga menganut agama Islam.  
Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu 
Deutero. Masuk ke nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari 
daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata To Ugi, yang 
berarti orang Bugis. Penamaan "ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan 
Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La 
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Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka 
mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To 
Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi 
adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari 
Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan 
melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra 
terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. 
Sawerigading Opunna Ware (Yang dipertuan di Ware) adalah kisah yang 
tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. 
Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, 
Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. 
Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah 
pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” 
(manurung) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa 
norma dan aturan sosial ke bumi. (Pelras, The Bugis, 2006) 
Penyebaran Suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata 
pencaharian orang–orang bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang. 
Sebagian dari mereka yang lebih suka merantau adalah berdagang dan 
berusaha (massompe‘) di negeri orang lain. Hal lain juga disebabkan 
adanya faktor historis orang-orang Bugis itu sendiri di masa lalu. 
Sejarah orang–orang Bugis memang sangat panjang, di dalam teks–
teks sejarah seperti karya sastra La Galigo dan Lontara‘ diceritakan baik 
awal mula peradaban orang–orang Bugis, masa kerajaan–kerajaan, 
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budaya dan spritualitas, adat istiadat, serta silsilah keluarga bangsawan. 
Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan adat istiadat ini harus selalu 
dipertahankan sebagai bentuk warisan dari nenek moyang orang–orang 
Bugis yang tentunya sarat nilai-nilai positif. 
2. Jenis-jenis Suku Bugis 
Kebudayaan Bugis Makasar adalah kebudayaan dari suku-bangsa 
Bugis-Makassar yang mendalami bagian terbesar dari jazirah selatan dari 
pulau Sulawesi. Dimana terdiri atas 23 kabupaten, diantaranya dua buah 
kota-madya. Penduduk propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku-
bangsa ialah : Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Orang Bugis mendiami 
kabupaten-kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, 
Sidenreng-Rappang, Pinrang, Polewali-Mamasa,Enkereng, Luwu, Pare-
pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros. Pangkajene dan Maros 
merupakan daerah-daerah peralihan yang penduduknya menggunakan 
bahasa bugis dan makassar. Kabupaten Enrekang merupakan daerah 
peralihan Bugis-Toraja dan penduduknya sering dinamakan orang Duri.  
Orang Makassar mendiami kabupaten-kabupaten Gowa, Takalar, 
Jeneponto, Bantaeng, Maros dan Pangkajene (Bugis-Makassar). Orang 
Toraja ialah penduduk Sulawesi Tengah, sebagian juga mendiami propinsi 
Sulawesi Selatan, ialah wilayah dari kabupaten Tana-Toraja dan Mamasa 
(Toraja Sa’dan). Orang Mandar mendiami kabupaten Majene dan Mamuju.  
3. Pengertian Budaya Siri’ 
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Istilah kebudayaan dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh 
umum dalam pembicaraan sehari-hari mengandung pengertian mengenai 
bangunan-bangunan indah, candi-candi, tari-tarian, seni-suara, seni-rupa, 
dan sebagainya. Tetapi istilah tersebut berasal dari bahasa Sansekerta 
berarti akal, jadi dengan kebudayaan dapat artikan segala sesuatu yang 
bersangkutan dengan akal. 
Dalam lingkungan antropologi, definisi kebudayaan dirumuskan sebagai 
berikut: 
“Kebudayaan ialah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan 
manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya 
dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan 
masyarakat” 
 
Dalam istilah Sansekerta, budaya ialah bentuk jamak dari budhi 
berarti akal. Istilah kebudayaan sama definsinya dengan istilah Inggris 
(Culture). Tapi, Inggris : Civilization (Indonesia : Peradaban) merupakan 
bagian-bagian dari kebudayaan yang halus dan indah serta maju, seperti 
kesenian, ilmu, dan sebagainya. Istilah peradaban berasal dari bahasa 
Arab:Adab. (Kuntjaranigrat, Kebudayaan: bab 3). 
Dari definisi kebudayaan tersebut, kita dapat menganggap tujuh 
unsur kebudayaan ada pada semua bangsa di dunia yaitu: 
a) Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, sistem hukum, 
dan sebagainya) 
b) Mata pencaharian dan sistem ekonomi 
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c) Perlengkapan dan peralatam hidup manusia (pakaian, 
perumahan, alat-alat produksi, dan sebagainya) 
d) Religi 
e) Ilmu 
f) Bahasa 
g) Seni 
Siri’ menurut hasil penelitian Tim Fakultas Hukum UNHAS yang 
dipimpin oleh Andi Zainal Abidin Farid dengan Rusly Effendy dkk, surat 
perjanjian kerjasama tersebut  No. J.H/803/III/76 tertanggal Ujung Pandang 
10 Juli 1977, antara lain sebagai berikut: 
“Siri’ merupakan adat kebiasaan yang hidup dan melembaga dalam 
kehidupan bermasyarakat Sulawesi Selatan sejak dahulu kala hingga 
dewasa ini. Siri’ mempunyai nilai-nilai positif dalam hidup 
bermasyarakat, namun tak dapat disangkal bahwa Siri’ juga 
mempunyai aspek-aspek negatif terutama di dalam perkembangan 
dewasa ini. Sedangkan jawaban menurut arti kata mungkin secara 
harfiah tetapi tidak cukup mewakili makna sebenarnya. Sedangkan 
jiwanya dirumuskan dalam suatu batasan, inipun akan terbatas pada 
aspek tertentu saja yang terwakili sesuai pendekatan objek tersebut. 
Siri’ merupakan suatu hal yang bersifat abstrak dan melembaga di 
dalam masyarakat serta mencakup berbagai aspek dalam kehidupan.” 
Sedangkan Siri’ dapat juga diartikan sebagai pernyataan sikap tidak 
serakah (Mangowa) dan siri’ sebagai prinsip hidup (pendirian) di daerah 
Bugis-Makassar, siri’ mengandung pula penilaian kehormatan atau “pride 
kebanggaan”. Sikap hidup atau pegangan hidup suku bangsa Bugis dalam 
kerangka nasional Bhineka Tunggal Ika yang dimanifestasi dari prinsip-
prinsip penghayatan nilai-nilai Pancasila. 
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Selain itu pengertian siri’ dengan segala permasalahannya antara lain 
dapat diketahui dari buku La Toa. Buku ini berisi tentang pesan dan nasehat 
untuk dijadikan suri tauladan. Buku La Toa artinya Yang Tua. Tetapi, arti 
sebenarnya ialah petuah-petuah yang erat hubungannya dengan peranan 
Siri’ dalam pola hidup atau adat istiadat Suku Bugis. Misalnya: 
(A.Moein.MG,1994: 13) 
a) Mate Siri’ (orang yang sudah hilang harga dirinya); 
b) Siri’ sebagai harga diri atau kehormatan; 
c) Mappakasiri’ artinya dinodai kehormatannya; 
d) Siri’ emmi ri onroang ri lino artinya hanya jika ada nilai Siri’ maka 
hidup ini memiliki makna; 
e) Passampo Siri’ artinya penutup malu; 
f) Tomasiri’na artinya keluarga pihak yang dinodai kehormatannya; 
g) Parakai Siri’mu artinya jaga kehormatanmu; 
h) Massedi Sir’ artinya bersatu dalam satu Siri;’ 
i) Mate ri Siri’na artinya mati dalam Siri’ yaitu mati dalam 
mempertahankan kehormatannya; 
j) Siri’ sebagai perwujudan sikap tegas demi kehormatan tersebut. 
Siri’ dapat juga diartikan sebagai pernyataan sikap tidak serakah dan 
juga sebagi prinsip hidup dikalangan Suku Bugis. 
Sekalipun siri’ itu sudah menjadi darah daging, ia dibatasi oleh: 
a) Orang yang dihina tidak boleh mengambil tindakan ‘pembalasan’ 
(lebih tepat pemulihan siri’), kalau perkara itu telah ditangani oleh 
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Pemerintah termasuk orang tua-tua yang menjadi pemimpinnya, 
karena Pemerintah dan orang tua-tua itu harus dihormati Siri’nya; 
b) Orang yang menghina telah melarikan diri ke balai atau rumah 
penguasa adat (sekarang pemerintah) sehingga ia telah berada 
dalam perlindungan pemerintah nasekkoni we’wangeng ratu= telah 
ditutui oleh atap ratu); 
c) Ajaran agama islam pun turut memperhalus siri’ itu. Pada Seminar 
Siri’ di Ujung Pandang pada tahun 1977, Hamka memberi contoh 
sebagai berikut : Seorang pemimpin Muhammadyah Sulawesi 
Selatan diserang secara kasar oleh seorang Pengurus 
Muhammadyah Pusat disuatu rapat akbar yang dihina nampaknya 
akan menegakkan Siri’nya dengan jalan pintas namun karena ajaran 
agama Islam sudah terbenih kokoh dalam kalbunya ia menahan 
amarahnya. Sekembali ke rumahnya, maka orang itu meninggal 
dunia, sedangkan ia diketahui tidak pernah sakit.  
Sedangkan menurut A. Moein MG beranggapan definisi tentang Siri’ yaitu: 
(A.Moein MG, 1994:22) 
 
“Weltanschauung orang-orang Indonesia yang mengandung etik 
pembedaan antara manusia yang mengajarkan moralitas kesusilaan 
berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban, yang menjadi 
pedoman hidup guna menjaga, mempertahankan atau meningkat 
harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan menjunjung tinggi 
martabat Tuhan. Siri’ juga merupakan motivasi untuk mengubah, 
memperbaiki, dan mengembangkan nasib perorangan dan kelompok 
(Widodo Budidarmo, 1997:16-17). Ia mengandung kekesatriaan, 
kejujuran, ketaatan kepada orangtua, guru dan pemimpin, 
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kemanusiaan, rasa cinta kasih, semangat senasib sepenanggungan, 
kebulatan tekad untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi 
kejahatan, ketaatan pada hukum yang berlaku, kesediaan berkorban 
untuk mempertahankan kemanusiaan dan keadilan, dan ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 
 
Menurut Basyah,Siri’ dapat digolongkan atas tiga pengertian yaitu: 
(A.Moein MG: 1994: 158) 
a) Siri’ sama artinya dengan malu 
b) Siri’ merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), 
mengasingkan, mengusir, dan sebagainya terhadap barangsiapa 
yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban 
yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-
norma adat jika itu dilaksanakan 
c) Siri’ itu sebagai daya pendorong bervariasi kearah sumber 
pembangkitan tenaga untuk membanting tulang bekerja mati-
matian untuk suatu pekerjaan atau usaha 
Yakin seyakin-yakinnya bahwa tiada kekuasaan lain yang jadi 
kehendaknya, selain kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu 
atas segala-galanya. Tiada selembar daun pun jatuh tanpa kehendaknya. 
Dalam kaitan kelima pegangan atau pesanan yang diistilahkan dalam 
bahasa Bugis sebagai Lima Pappaseng (lima pesan) dikaitkan pula dengan 
sendi-sendi Siri’. Kelima pegangan merupakan ciri penilaian terhadap 
seseorang. Yakni, mereka yang mempunyai harga diri (Siri’) harus 
berpengangan terhadap kelima pegangan hidup tersebut. Betapa tidak, 
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misalnya seseorang yang tidak lagi memilki sifat-sifat: Ada Tongeng 
(berkata dengan benar), Lempu (kejujuran), Getteng (berpegang teguh 
pada prinsip keyakinan pendirian), Sipakatau (saling hormat-menghormati), 
Mappesona ri-dewata seuwae (pasrah kepada kebesaran Tuhan Yang 
Maha Esa). Maka dia dinilai sebagai orang yang kurang Siri’ (tidak ada 
harga diri). Ia bukan manusia sebab manusia dipegang pada perbuatan-
perbuatannya atau diukur dari perangainya. 
Jelaslah bahwa makna Siri’ itu menyangkut jauh ke dalam 
persendian budi pekerti. Ia merupakan hakekat hidup yang prinsipil bagi 
Suku Bugis sebagai pewaris budaya Siri’ tersebut. 
Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan orang-orang 
Bugis terhadap Siri dan masalah penyeleseian Siri’ itu hakekatnya sama 
saja. Begitu pula dengan masalah adat istiadat sebagai warisan leluhur 
mereka yang satu itu. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari emosi 
seringkali menguasai rasio. Hal ini erat kaitannya dengan masalah sendi-
sendi Siri’ tersebut. Yakni manakala rasa ketersinggungan kehormatan 
(identitas terganggu), maka hal tersebut berarti Siri’. Karna Siri’ adalah 
kebanggaan atau keagungan harga diri (pride). Bagi suku Bugis yang 
diwariskan amanah untuk menjunjung tinggi adat-istiadatnya yang 
didalamnya terpatri pula sendi-sendi Siri’ tersebut. 
Manakala harga diri tersebut disinggung yang karenanya melahirkan 
aspek-aspek Siri’ maka diwajibkan bagi yang tertimpa Siri’ itu untuk 
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melakukan aksi-aksi tantangan. Dapat berupa aksi (perlawanan) seseorang 
atau aksi (perlawanan) kelompok masing-masing. 
Bagi pihak-pihak yang terkena Siri’ tetapi membungkam 1001 
bahasa (tanpa aksi-aksi perlawanan) dijuluki sebagai tau kurang siri’ atau 
orang yang tak ada harga dirinya. Dengan demikian, dapat dibayangkan 
betapa besar pengaruh nilai-nilai Siri’ bagi sikap mental orang-orang Bugis 
pada umumya. 
Adapun batasan umum mengenai Siri’ adalah sebagi berikut: 
a) Siri’ dalam sistem budaya adalah pranata pertahanan harga diri, 
kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai 
utamanya yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, 
perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia 
berkedudukan regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi 
struktural dalam kebudayan. 
b) Siri’ dalam sistem sosial adalah mendinamisasi keseimbangan 
eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga 
kesinambungan kekerabatan. Sebagai dinamika sosial terbuka 
untuk beralih peranan (bertransmisi), beralih bentuk 
(bertransformasi) dan ditafsir ulang (re-inprestasi) sesuai 
perkembangan kebudayaan nasional, sehingga Siri’ dapat ikut 
memperkokoh tegaknya falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. 
c) Siri’ dalam sistem kepribadian, adalah sebagai perwujudan konkrit di 
dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, 
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keseimbangan, kewajaran, keserasian, keimanan, dan kesungguhan 
untuk menjaga harkat dan martabat manusia. 
Sehingga, siri’ adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian 
yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia 
sebagai individu dan anggota masyarakat. 
4. Jenis-jenis Siri’ 
Zainal Abidin Farid (A.Moein MG: 1994: 15)  membagi Siri’ dalam 
dua jenis, pertama Siri’ Nipakasiri’ yang terjadi bilamana seseorang dihina 
atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Maka ia (atau keluarganya 
bila ia sendiri tidak mampu) harus menegakkan Siri’nya untuk 
mengembalikan Dignity yang telah dirampas sebelumnya. Jika tidak ia 
disebut mate siri’ (mati harkat dan martabatnya sebagai manusia). 
Kedua adalah Siri’ Masiri’ yaitu pandangan hidup yang bermaksud 
mempertahankan, meningkatkan atau mencapai suatu prestasi yang 
dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi Siri’ itu 
sendiri, demi Siri’ keluarga dan kelompok. Ada ungkapan Bugis “Narekko 
sompe’ko aja’ muancaji ana’guru, ancaji Punggawako” (Kalau kamu pergi 
merantau janganlah menjadi anak buah tetapi berjuanlah untuk menjadi 
pemimpin). 
5. Nilai-nilai Siri’ 
Menurut Hamid Abdullah, dalam kehidupan manusia Bugis-
Makassar, Siri’ merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak 
ada satupun nilai yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di 
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muka bumi selain daripada Siri’. Bagi manusia Bugis-Makassar, Siri’ adalah 
jiwa mereka, harga diri mereka. Sebab itu untuk menegakkan dan membela 
Siri’ yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka 
manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk 
jiwanya yang paling berharga demi tegaknya Siri’ dalam kehidupan mereka. 
(Hamid Abdullah, manusia Bugis-Makassar:37) 
Perkawinan adalah hal yang paling banyak bersinggungan dengan 
masalah Siri’. Apabila pinangan seseorang ditolak, pihak peminang bisa 
merasa mate’ siri’ (kehilangan kehormatan) sehingga terpaksa menempuh 
jalan kawin lari (silariang) untuk menghidupkan kembali harga dirinya. 
Namun, bagi keluarga gadis yang yang dibawa lari hal ini adalah 
penghinaan sehingga semua kerabat laki-laki gadis itu merasa 
berkewajiban untuk membunuh si pelaku demi menegakkan siri’ 
keluarganya. 
Di Sulawesi-Selatan pada dasawarsa 1980-an, setiap tahun masih 
banyak kasus seperti ini yang ditangani oleh pengadilan. Banyak yang rela 
menerima hukuman berat demi menegakkan Siri’ mereka. Hal yang sama 
seringpula terjadi apabila seseorang merasa tersinggung oleh kata-kata 
atau tindakan orang lain yang dianggapnya tidak sopan yang bagi orang 
lain dianggap sepele.  Dalam beberapa hal tertentu yang cukup ekstrem, 
orang yang tersinggung bisa melakukan amuk (jallo’), membunuh siapa 
saja (bahkan lewat di tempat itu). Meski pada akhirnya dia sendiri yang akan 
terbunuh. 
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Pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat Bugis 
menunjukkan bahwa meskipun kata-kata bijak tetap ditempatkan pada 
posisi terhormat dalam kehidupan orang Bugis, tetapi hal itu hanya 
dijadikan sebagai acuan ideal. Konsep Siri’ dapat digunakan sebagai kunci 
utama untuk memahami berbagai aspek perilaku sosial orang Bugis, 
khususnya dua perilaku yang tampak saling berlawanan: persaingan dan 
kesetiakawanan. Solidaritas kelompok juga menjamin terjalinnya kohesi 
internal dalam suatu keluarga atau kelompok sosial.  
 
D. Hubungan Hukum di Indonesia dengan Pidana Adat terkait Budaya 
Siri’yang mempengaruhi kecenderungan Suku Bugis melakukan 
Tindak Pidana Pembunuhan 
 
1. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia untuk Tindak Pidana 
Pembunuhan 
Besarnya dampak negatif pembunuhan maka tidak mengeherankan 
bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif 
yang berlaku dan kepada si pelaku diancam pidana yang berat. Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita misalnya, larangan dan 
ancaman pidana bagi tindak kejahatan terhadap nyawa diatur dalam 
banyak pasal. Diantaranya dalah Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 348, dan 349. Selain itu juga terdapat beberapa pasal lainnya 
yang mengatur tentang tindak kejahatan tertentu yang mengakibatkan 
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kematian, diantaranya adalah Pasal 351 ayat 2, Pasal 353 ayat 3, Pasal 
354 ayat 2, Pasal 355 ayat 2, Pasal 356, Pasal 358 ayat 2 dan Pasal 359 
(Moeljatno, 1959: 123-127). 
Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang 
kejahatan-kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang sebagaimana 
dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk 
undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai 
kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan 
memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan 
terhadap nyawa orang.  
Ditinjau dari rumusan-rumusannya ataupun ditinjau dari 
penempatannya dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, yakni dalam hal 
undang-undang telah tidak menyatakan secara tegas bahwa unsur opzet 
itu juga harus dipandang sebagai telah diisyaratkan bagi suatu tindak 
pembunuhan tertentu, orang dapat mengetahui bahwa bagi jenis-jenis 
tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan di atas itu, undang-
undang telah mensyaratkan adanya unsur opzet atau unsur kesengajaan 
pada diri para pelakunya. Artinya para pelaku itu harus mempunyai opzet 
yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh 
undang-undang, atau dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu 
kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak 
dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain. 
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Di samping mengatur ketentuan-ketentuan pidana mengenai 
kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku 
ke-II Bab ke-XIX KUHP tersebut di atas itu, pembentuk undang-undang juga 
telah mengatur beberapa ketentuan pidana mengenai berbagai tindak 
pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa secara terpisah 
dalam beberapa bab dari Buku ke-II KUHP. 
Diantara tindak pidana tersebut yang terpenting dan karenanya juga 
akan dibicarakan dalam bab pertama ini ialah tindak pidana karena 
salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur 
dalam Buku ke-II Bab ke-XXI Pasal 359 KUHP, dan yang oleh pembentuk 
undang-undang telah disebut sebagai tindak pidana veroorzaken van den 
dood door schuld atau tindak pidana menyebabkan kematian karena 
kesalahan. 
Dari kata kesalahan itu sendiri kiranya sudah jelas, bahwa bagi 
tindak pidana tersebut undang-undang bukan menyaratkan adanya unsur 
opzet opzet pada diri pelakunya, melainkan hanya menyaratkan adanya 
unsur culpa atau unsur ketidaksengajaan pada diri pelakunya. Artinya untuk 
terpenuhinya tindak pidana ini, pelakunya harus mempunyai 
ketidaksengajaan atas timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak 
dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain. 
2. Pidana Adat Bugis untuk Tindak Pidana Pembunuhan 
Hukum pidana adat atau hukum adat delik (Adatrecht Delicten) atau 
hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan 
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hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang 
berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu 
diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. 
Menurut Mr. Cornelis Van Vollenhoven yang dimaksud dengan delik 
adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada 
kenyataan peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil 
saja. 
Sedangkan menurut Mr. Barend Ter Haar B. Zn delik (pelanggaran) 
itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan 
dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang 
berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar 
kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat dan dikarenakan 
adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali 
(dengan pembayaram uang atau barang)”. 
Mereka yang menemukan pendapatnya tentang Hukum Pidana Adat 
(Hukum Adat Delik) sebelum tahun 1934 menggambarkan sebagai berikut: 
“Bahwa hukuman (reaksi adat) menurut Hukum Adat itu umumnya 
masih sebagai suatu tindakan pembalasan dendaam yang dibatasi 
oelh suatu sistem denda, sedangkan yang menjadi dasar hukum 
Pidana Adat itu adalah asas solidaritas”. 
Unsur-Unsur Delik Adat (Hukum Pidana Adat) ada 4 yaitu : 
1) Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok 
atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri; 
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2) Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat; 
3) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan 
karena mengganggu keseimbangan dalam mayarakat; 
4) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyrakat yang berupa 
sanksi adat. 
Sifat hukum adat delik (hukum pidana adat), hukum adat tidak 
mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan 
tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan sistem hukum 
pidana dan dilapangan hukum perdata, oleh karena maka sistem hukum 
adat hanya mengenal suatu prosedur dalam hal penuntututan secara 
pidana (kriminal). Ini berarti bahwa petugas hukum yang berwenang untuk 
mengambil tindakan-tindakan konkrit (reaksi adat) guna membetulkan 
hukum yang dilanggar itu adalah tidak seperti dalam sistem hukum barat di 
mana hakim pidana menyeleseikan perkara pidana dan hakim perdata 
untuk menyeleseikan perkara pidana dan hakim perdata untuk 
menyeleseikan hukum perdata melainkan hanya satu pejabat yaitu kepala 
adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri untuk semua 
macam pelanggaran hukum adat. 
Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan 
keseimbangan semula itu dapat berupa sebuah tindakan saja, tetapi 
kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa 
tindakan seperti contohnya adalah: 
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1) Membetulkan keseimbangan yang berwujud satu tindakan saja, 
misalnya” 
“hutang uang dan pada waktunya tidak membayar kembali”. 
(tindakan koreksinya adalah bahwa yang meminjam harus 
membayar kembali pinjaman yang bersangkutan); 
2) Pembetulannya berupa tindakan, misalnya: “melarikan gadis pada 
suku Dayak di Kalimantan dimana perbuatan ni mencemarkan 
kesucian masyarakat yang bersangkutan dan melanggar 
kehormatan keluarga gadis tersebut”. (untuk memulihkan 
keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya yaitu 
pembayaran denda kepada keluarga yag terkena serta penyerahan 
seekor binatang korban keada kepala persekutuan untuk membuat 
jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan suci 
kembali). 
Petugas hukum tidak selalu mengambil inisiatif sendiri untuk 
menindak si pelanggar hukum dan terhadap beberapa pelanggaran hukum 
petugas hukum hanya akan bertindak apabila diminta oleh orang yang 
terkena. Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam 
hal manakah para petugas hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri dan 
dalam hal manakah mereka bertindak atas permintaan orang yang 
bersangkutan tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat. 
Dalam persekutuan hukum petugas wajib bertindak apabila 
kepentingan umum (kepentingan masyarakat) langsung terkena oleh suatu 
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pelanggaran hukum dan apa yang merupakan kepentingan umum menurut 
ukuran Barat, sebab dalam Hukum Adat segala sesuatu itu selalu 
berlandaskan pada aliran pikiran yang menguasai dunia tradisonal 
Indonesia. 
Salah satu jenis delik adat yang umum terjadi adalah pembunuhan 
yaitu dapat diberikan reaksi adat yang seberat-beratnya dan kemudian 
membayar denda berupa hewan besar sebagai pembasuh dusun karena 
tanpa ini suatu kutukan yang dialami masyarakat akan terus terjadi berupa 
bala kencana pada masa yang akan datang. 
Seorang antropolog wanita, Errington dari Universitas California 
mengungkapkan bahwa tidak ada moral yang lebih penting buat orang 
Sulawesi Selatan daripada mempunyai Siri’, sehingga kalau ada yang 
kurang Siri’nya maka dianggap kurang juga kemanusiaannya”. Menurut 
Errington, orang-orang Bugis terkenal dimana-mana, karena dengan 
mudah mereka berkelahi kalau merasa dipermalukan, yaitu dipermalukan 
dengan cara yang tidak sesuai dengan derajatnya. Namun disisi lain, 
Errington mengemukakan bahwa Siri’ tidak bersifat menentang saja tetapi 
juga merupakan perasaan halus dan suci. Ia menambahkan bahwa Siri’ 
jelas ada hubungannya dengan susunan masyarakat yang makin 
bertingkat, makin bangsawan seseorang maka makin banyak Siri’nya yang 
harus dijaga. Maka Siri’ tidak identik dengan pembunuhan dan kekerasan 
atau dasar luapan emosional atau luapan rasa dendam yang tak terkendali. 
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Tetapi ia lebih banyak bertahan pada “sikap harga diri” yang merupakan 
sub kultur budaya orang-orang Bugis. (A. Moein MG: 1994: 105) 
Menurut Mattulada, tragedi berdarah karena Siri’ hanyalah salah 
satu tindakan, tetapi bukan arti dan hakekat Siri’. Dalam hal ini Siri’ adalah 
kultur, budaya nenek moyang yang mengarah kepada kebaikan. 
Lebih lanjut Benedith mengatakan: 
“Kita boleh berpendapat bahwa semua bangsa sependapat dalam 
bentuk mengutuk pembunuhan, akan tetapi kenyataannya adalah 
bahwa sering pembunuhan dibolehkan, misalnya apabila hubungan 
diplomatik antara kedua negara putus, atau jika adat menetapkan 
bahwa anak pertama dibunuh apabila suami mempunyai 
kekuasaan penuh atas hidup dan matinya sang istri” 
 
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku 
bangsa dan kebudayaannya, kita kerap menemukan realitas bahwa pada 
beberapa suku bangsa tindakan membunuh karena alasan adat bukanlah 
tindakan yang tercela, bahkan merupakan tindakan yang diwajibkan secara 
adat. Salah satunya adalah Siri’ di kalangan suku Bugis. (Gatra, 1999). 
Tetapi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut 
maka wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya 
yang diwujudkan dalam bentuk sanksi atau reaksi adat. 
Menurut Soepomo, reaksi adat misalnya: 
a) Mengganti kerugian inmateriil dalam berbagai rupa seperti 
paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan; 
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b) Membayar uang adat kepada orang yang terkena (korban) 
yang berupa benda sebagai pengganti kerugian rohani; 
c) Selamatan (seperti membasuh dusun, membersihkan 
matahari dan bulan, membersihkan tanah, air, dan lain-lain) 
untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib; 
d) Menutupi malu, meminta maaf; 
e) Berbagai hukuman badan, seperti hukuman mati yang 
dilakukan dengan berbagai cara bergantung adat suatu 
daerah misalnya dicekik, dibakar, digantung, dan lain-lain; 
f) Mengasingkan orang tersebut dari masyarakat serta 
meletakkan orang itu diluar tata hukumnya. 
3. Keterkaitan Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Adat Suku Bugis 
terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Meskipun tindakan pembunuhan tersebut secara adat dibenarkan, 
namun dari sudut hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap saja 
tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan KUHP sehingga dinilai 
sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana. 
Pada dasarnya Siri’ itu tiada lain daripada suatu “kehormatan” suatu 
nilai-nilai harga diri yang begitu mendasar yang begitu dijunjung tinggi oleh 
pemiliknya, seperti teruraikan dahulu. Setelah bersentuhan dengan dunia 
luar dan dengan lingkungannya dari setiap pribadi yang sangat ditentukan 
oleh keseluruhan jiwanya dan juga tingkat kecerdasan dan nilai kesusilaan 
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yang dimilikinya sangat erat hubungannya dengan harga diri dan 
martabatnya sebagai anggota manusia. 
Akibat mempertahankan harga dirinyalah sehingga banyak orang 
yang mengindentikkan bila Siri’nya terlanggar, maka bagi orang yang 
bersangkutan hanya ada dua pilihan, yaitu ia akan mati atau hidup. 
Akibatnya terjadilah hal-hal yang berujung pada pembunuhan. Jika diamati 
kejadian suatu tindak pidana pembunuhan terbangun karena perasaan, 
sentimental oleh emosi dan sejenisnya. Berbagai ungkapan juga dalam 
lontara Bugis menunjukkan Siri’ bukan semata-mata dari luapan emosi. Ia 
lebih banyak berkadar ketersinggungan nilai-nilai kehormatan pribadi atau 
keluarga atau lingkungan. 
Tetapi, tetap saja kita berada di negara yang menganut hukum 
sehingga segala tindak pidana yang terjadi harus di proses dengan hukum 
positif yang berlaku. 
Karena besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak 
mengherankan bila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh 
hukum positif yang berlaku dan kepada si pelaku diancam pidana yang 
berat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, larangan dan 
ancaman pidana bagi tindak kejahatan terhadap  nyawa diatur dalam 
banyak pasal. Diantaranya adalah Pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 348, dan 349. 
Akan tetapi sebelum memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan, maka aparat yang berwenang sebaiknya memerhatikan 
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elemen penting pembunuhan menurut Mietche dan McCorkle (1998:29) 
yaitu pelaku, korban dan konteks situasional. 
Bagian profil pelaku akan mendeskripsikan tentang jenis kelamin, 
usia, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, pekerjaan, status 
perkawinan, tempat tinggal, riwayat pelanggaran atau penahanan pelaku, 
serta apakah pembunuhan tersebut dilakukan secara spontanitas ataukah 
direncanakan sebelumnya. Beberapa bagian profil korban akan 
mendeskripsikan tentang jenis kelamin, usia, agama, suku bangsa, tingkat 
pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, tempat tinggal, dan riwayat 
pelanggaran atau penahanan korban. Pada bagian terakhir yaitu konteks 
situasiasional meliputi motivasi pelanggaran (termasuk faktor pemicu 
pembunuhan), hubungan pelaku-korban (termasuk peran pelaku-korban), 
dan dinamika situasional tertentu. 
Di tanah Bugis, adat termasuk hukum adat juga disebut dengan 
istilah ADE atau ADA. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat 
yaitu UU Nomor 19 Tahun 19664 jo Nomor 14 tahun 1970. Setelah Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964 diundangkan, maka ketentuan di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: 
“kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan lain-lain badan kehakiman” 
Telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut ketentuan pasal 3 
telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 19 tahun 1964 sebagaimana disebutkan diatas beserta 
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penjelasannya, sehingga hukum yang dipakai adalah yang berdasarkan 
“PANCASILA” yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada keperibadian 
bangsa. 
Dalam ketentuan Pasal 3 tersebut tidak disebutkan hukum adat 
sebagaimana juga di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) nya dan sesuai 
dengan penjelasan ketentuan dari Pasal 10, akan tetapi hanya 
disebutkannya ketentuan tentang “adanya hukum yang tertulis dan hukum 
yang tidak tertulis”. 
Kemudian dikarenakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 1964 bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, 
yaitu: 
“memberikan wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal 
dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. 
Maka pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut dan sejak saat itu 
diganti dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang 
isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1964. 
Pasal yang merupakan landasan berlakunya hukum adat adalah 
Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 : 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.” 
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Dari ayat diatas dapat dilihat terdapat nilai-nilai lain dalam 
masyarakat selain dari hukum yang tertulis tersebut. Hal tersebut adalah 
hukum adat yang dipatuhi oleh masyarkat setempat namun ia tidak tertulis. 
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sekarang yang 
menjadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai 
hukum yang tidak tertulis adalah: 
1) Dekrit presiden 5 Juli 1959 
2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ketentuan pasal 24 
3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman Pasal 5 Ayat 1. 
Ketentuan ini tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak 
tertulis yang disebut hukum adat melainkan hanya akan mengalihkan 
perkembangan dan penerapan hukum itu, kepada wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan 
mengintegrasikan diri dalam masyarakat sehingga telah terjamin 
sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu 
akan berjalan secara wajar sehingga turut serta aktif merealisasikan 
penyatuan dan kesatuan hukum di  seluruh Indonesia. Dengan demikian 
maka pengadilan-pengadilan negara menerapkan hukum tidak tertulis yang 
disebut sebagai hukum adat. Dengan diundangkannya Undang-Undang 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana 
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka gugurlah 
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perundang-undangan kolonial sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 
131 I.S. (sebagai dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat). 
Suatu perbuatan yang dikualifikasikan kejahatan oleh hukum pidana 
materiil (substantive criminal law) belum tentu merupakan kejahatan 
menurut kriminologi. Misalnya incest (perbuatan sumbang antara antara 
orang-orang yang tidak boleh kawin menurut hukum atau agama) 
merupakan kejahatan dalam pandangan kriminolog, tetapi bukan kejahatan 
menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. 
Berbeda dengan KUHP, Pasal 198 Penal Code Yugoslavia mengancam 
pidana bagi mereka yang melakukan incest, padahal negara itu adalah 
negara sosialis. Kumpul kebo, hidup bersama antara seorang lelaki dan 
seorang perempuan yang tidak diikat oleh pernikahan bukanlah kejahatan 
menurut KUHP, tetapi termasuk kejahatan yang disebut fornication oleh 
Texas Penal Code. Kedua perbuatan tersebut merupakan juga kejahatan 
menurut Hukum Adat Pidana di sebagian besar daerah di Indonesia. 
Di Sulawesi Selatan bila Siri’ dilanggar orang lain maka seseoran 
yang dilanggar Siri’nya merasa berutang nyawa dan berkewajiban 
membalas perbuatan yang menimbulkan aib bagi diri dan keluarganya 
(demikian pula halnya anggota-anggota keluarga lain). Selama yang dihina 
tidak melakukannya ia dianggap oleh masyarakat sebagai “binatang yang 
bertampan orang”. Masyarakat juga menuntut kepadanya untuk 
mengadakan pengembalian Siri’nya dan ia dikucilkan oleh masyarakat 
bilamana tidak melakukannya. Pengecualian ialah bilamana yang 
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melakukan melarikan diri ke pemangku adat, imam atau pejabat negara dan 
mohon dilindungi serta diselesaikan masalahnya. Pemangku adat dan 
sebagainya akan menyeleseikan persoalan itu dengan memohonkan 
ampun perdamaian kepada keluarga yang tercemar dan mengusahakan 
agar lelaki dan perempuan itu dinikahkan. Lazimnya perantara pihak ketiga 
akan diterima dengan baik. Jikalau pihak yang merasa aib menindaki lelaki 
yang membuat malu itu, maka ia dianggap telah melakukan kejahatan, 
karena korban telah dilindungi oleh penguasa (nasekko’ni wewengeng ratu 
= sudah diayomi oleh atap raja). 
Bagaimana halnya jikalau seseorang merasa aib karena 
perbuatannya sendiri atau lalai menegakkan Siri’nya? Bolehkah ia 
membunuh orang lain? Keadaan semacam ini disebut Siri’ Masiri’ yang 
biasa terjadi jikalau orang itu gagal mencapai prestasi atau miskin, bodoh, 
dan sebagainya. Orang itu tidak boleh membunuh siapapun dan yang harus 
dilakukannya ialah berusaha dan bekerja keras supaya berprestasi, dan 
jikalau berhasil, maka ia diangap manusia yang utuh karena bermartabat. 
Menurut Hukum Adat Pidana di Sulawesi Selatan, dahulu 
pembunuhan orang yang telah melanggar Siri’ orang lain merupakan dasar 
pembenar (jutification) dan tindakan yang dianggap tidak melawan hukum, 
bahkan dianggap sebagai keharusan. 
Penegakan harkat dan martabat (Siri’) supaya dijadikan dasar 
pembenar, tetapi mungkin lebih tepat dijadikan dasar peringanan pidana. 
Setidak-tidaknya dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana, 
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karena lazimnya orang yang didakwah tidak menampakkan penyeleseian 
selalu pidana berat.  
Sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Dalam mempertimbangkan berat 
ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan 
jahat dari terdakwa”. 
Kecuali penegakan siri’ tersebut bersesuaian dengan maksud pasal 
49 (1) dan (2) KUHP yaitu pembelaan terpaksa dan perlampauan 
pembelaan terpaksa, maka perbuatan itu merupakan dasar peniadaan 
pidana (strafuitsluitingsorond). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, selain itu lokasi ini 
dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan kenyataan yang terdapat 
dalam masyarakat bahwa beberapa tahun belakangan ini marak terjadi 
tindak pidana pembunuhan yang dilatar belakangi oleh budaya Siri’. 
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 
Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian 
observasional. Penelitian obeservasional adalah suatu penelitian yang 
bertujuan untuk dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi, baik pada 
fenomena natural maupun sosial yang terjadi dalam tingkatan waktu 
tertentu dan tidak dapat dikendalikan oleh si peneliti misalnya perubahan 
prilaku masyarakat, kriminalitas, dan sebagainya. 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis 
adalah : 
1. Data Primer 
Data primer merupakan suatu ojek atau dokumen original atau 
material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual. 
Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus 
dijadikan sebagai sumber data primer.  
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Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan 
penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan 
dan dikontrol oleh peneliti. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung 
diperoleh dari tempat dalam penelitian ini adalah data yang langsung 
diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang didapat 
melalui wawancara dengan pihak kepolisian Kabupaten Soppeng, 
Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng, pihak Lembaga 
Permasyarakatan Kabupaten Soppeng, dan pihak-pihak yang terkait 
dengan objek kajian masalah. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-
sumber lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder biasanya 
diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan arsip 
organisasi dokumen publikasi instansi pemerintah, hasil survei terlebih 
dahulu, dan data bases yang ada dari penelitian terdahulu. 
Data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara 
langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini 
sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-
buku, literature, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang-
undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
Salah satu cara menemukan dan mengetahui lebih mendalam 
mengenai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, maka penulis 
melakukan teknik pengumpulan data berupa : 
1. Studi Kepustakaan/Peneliti Pustaka (Library Research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara 
mengumpulkan dan membaca berbagai buku dan literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Studi Lapangan/Penelitian Lapangan (Field Research) 
Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 
melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten guna memperoleh data. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara 
kuantitatif dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Sebelum 
menganalisa data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian 
terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi 
kepustakaan, tulisan-tulisan dan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara. Analisis data kuantitatif sebagai cara penjabaran data 
berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang 
diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian 
dilakukan reduksi atau pengolahan data. Apabila kesimpulan kurang 
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akurat, maka perlu diadakan verifikasi kembali dan penelitian kembali 
mengumpulkan data di lapangan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Aturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pembunuhan 
terkait nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat 
Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan hal ini diatur dalam Pasal 
338 sampai Pasal 350. Hal ini membuktikan bahwa siapapun yang 
menghilangkan atau menyebakan hilangnya nyawa seseorang maka dapat 
dihukum sesuai aturan yang berlaku. Di masyarakat banyak kasus yang 
terkait tindak pidana pembunuhan dengan motif yang berbeda-beda, 
meskipun begitu setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak 
mempertahakan sesuatu yang mereka sebut Siri’. 
Profil Pelaku 
1. Jenis kelamin 
Secara umm berbagai studi mengungkapkan bahwa pelaku 
pembunuhan itu umumnya didominasi oleh kaum pria. Lydia Voigt, dkk 
(1994:290-291), misalnya mengemukakan bahwa 90 persen pelaku 
pembunuhan adalah pria. Hal senada juga ditemukan dalam penelitian 
Wolfgang yang menyatakan bahwa 82 persen pelaku pembunuhan 
adalah pria, sedangkan perempuan jarang terlibat dalam tindak 
kejahatan pembunuhan. (Eko Hariyanto, 2014: 154). 
52 
 
Penelitian penulis memperlihatkan fakta bahwa jumlah narapidana 
pelaku pembunuhan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mayoritas 
pelaku adalah laki-laki di Rutan Kelas IIB Watansoppeng.  
2. Usia 
Berdasarkan studi literatur yang ada, peneliti menemukan bahwa 
terdapat keberagaman klasifikasi pelaku pembunuhan dilihat dari segi 
usianya. Wolfgang misalnya mencatat bahwa mayoritas pelaku 
pembunuhan berusia antara 20 dan 30 tahun. Sedangkan Bensing dan 
Schroeder memperlihatkan bahwa pelaku pembunuhan sebagian besar 
berusia antara 21 dan 45. Adapun Lydia Voigt dan kawan-kawan dalam 
bukunya  Criminology anda Justice mengemukakan bahwa 52 persen 
pelaku pembunuhan adalah mereka yang berusia dibawah 25 tahun. 
Miethe dan Richard MCCorkle dalam bukunya Crime Profiles; The 
Anatomy of Dangerous Persons, Places, and Situation mengemukakan 
bahwa menurut data UCR, tiga perempat pelaku pembunuhan berusia 
antara 15-35 tahun. (Eko Hariyanto, 2014:156) 
Hasil penelitian lapangan penulis memperlihatkan temuan bahwa 
mayoritas pelaku pembunuhan adalah mereka yang tergolong berusia 
15-51 tahun.  
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Tabel 1 Usia Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten 
Soppeng sejak Tahun 2010-2014 
 
Sumber: Polres Soppeng 2015 
 
Hasil penelitian penulis di lapangan memperlihatkan temuan bahwa 
bahwa mayoritas pelaku tindak pidana pembunuhan adalah mereka yang 
berusia 15-25 tahun dan 35-45 tahun, serta beberapa diantara merka dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) tidak ditemukan data tentang 
usia mereka. 
3. Pekerjaan 
Beberapa pakar yang pernah mengkaji fenomena pembunuhan 
sampai pada kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan umumnya beras 
dari kelas sosial yang rendah. Woolfgang misalnya yang melakukan 
penelitian terhadap 588 pelaku pembunuhan di Philadelphia antara 
tahun 1948 hingga 1952 menegaskan angka pembunuhan untuk lower 
class dari seluruh latar belakang etnis melebihi angka pembunuhan 
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yang dilakukan oleh golongan kelas sosial ekonmi yang lebih tinggi. 
(Eko Hariyanto: 2014: 168) 
Beranjak dari hasil penelitian di atas dan mengingat bahwa salah satu 
item untuk mengukur kelas sosial ekonomi seseorang yang paling 
umum dilihat dari pendapatan yang diperoleh pekerjaan yang digeluti, 
maka peneliti memandang perlu untuk menggali informasi tentang jenis 
pekerjaan yang ditekuni oleh para pelaku pembunuhan. 
 
Tabel 2 Data Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di 
Kabupaten Soppeng sejak Tahun 2010-2014 
 
Sumber: Polres Soppeng 2015 
Dari hasil tabulasi data di atas maka tampak bahwa mayoritas pelaku 
tindak pidana pembunuhan adalah mereka yang bekerja di sektor informal 
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yaitu sebanyak 1,3 persen, dari kalangan pelajar sebanyak 0,13 persen, 
sedangkan mereka yang tidak diketahui pekerjaannya sebanyak 0,26 
persen. 
Beberapa dari mereka juga tidak mengerti tentang tindakan apa saja 
yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Sebab, ada 
dari mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena 
malakukan pembelaan atas dirinya kemudian akibat dari perbuatannya 
tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu ada 
beberapa anasir yang menjadi karakteristik suatu tindak kejahatan. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Mengakibatkan kematian; 
2. Yang terbunuh adalah orang lain; 
3. Terjadi di luar konteks peperangan; 
4. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat penegak 
hukum; 
5. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan dianggap 
sebagai tindak kejahatan; 
6. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya. 
Pada tahun 2010-2014 di Kabupaten Soppeng tidak pernah terjadi 
peperangan, itu artinya pelaku tindak pidana pembunuhan termasuk dalam 
poin ke tiga diatas, sementara untuk poin lainnya mereka juga termasuk 
karena telah mengakibatkan kematian yang diawali dengan pemukulan, 
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dan semuanya itu jelas dilarang oleh aturan yang berlaku. Sehingga, 
mereka dapat dikategorikan telah melakukan tindak kejahatan. 
Pada umumnya pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan 
benda tajam untuk menyeleseikan perbuatannya tersebut. Namun, pada 
akhirnya banyak dari mereka yang merasa menyesal dengan perbuatannya 
tersebut dan merasa pantas untuk menjalani hukuman penjara sebagai 
konsekuensi dari perbuatannya. 
Pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 
perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan hal ini diatur dalam Pasal 
338 sampai Pasal 350. Hal ini membuktikan bahwa siapapun yang 
menghilangkan atau menyebakan hilangnya nyawa seseorang maka dapat 
dihukum sesuai aturan yang berlaku. Di masyarakat banyak kasus yang 
terkait tindak pidana pembunuhan dengan motif yang berbeda-beda, 
meskipun begitu setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak 
mempertahakan sesuatu yang mereka sebut Siri’. 
Di Polres Soppeng wilayah penelitian penulis dari tahun 2010-2013 
tercatat 13 kasus tindak pidana pembunuhan.  
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Tabel 3 Data Penanganan Perkara Pembunuhan Sat Reskrim Polres 
Soppeng Tahun 2010-2014 
 
Sumber : Polres Soppeng 
Jika dilihat dari tabel diatas maka pembunuhan yang paling banyak 
terjadi adalah pada tahun 2014 dengan modus kejahatan yang berbeda-
beda namun dilatar belakangi oleh alasan yang sama, yaitu hendak 
mempertahankan harga diri atau martabat mereka yang oleh masyarakat 
Sulawesi Selatan yang didominasi oleh orang Bugis-Makassar 
menyebutnya sebagai Siri’. 
B. Hubungan antara hukum bagi pelaku pembunuhan jika ditinjau dari 
budaya Siri’ 
Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai 
pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku 
harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat 
dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
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pelakunya itu harus ditujukan ada akibat berupa meninggalnya orang lain 
tersebut namun, bagi Hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku tindak 
pidana pembunuhan tersebut wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan 
jahat dari terdakwa, selain itu hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang ada 
di dalam masyarakat sebelum memutus suatu perkara. Hal ini jelas diatur 
dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
Penegakan harkat dan martabat atau Siri’ bagi hakim dijadikan dasar 
pembenar atau sebagai pertimbangan meringankan pidana namun tidak 
mengahapuskan pidana tersebut. Setidak-tidaknya dipertimbangkan oleh 
hakim dalam penjatuhan pidana, karena lazimnya orang yang didakwah 
tidak menampakkan penyeleseian selalu pidana berat. 
Berdasarkan penuturan Hakim Sera Achmad (wawancara pada 
tanggal 13 Mei 2015) selaku Humas Pengadilan Negeri Watansoppeng, 
bahwa segala hal yang terungkap dalam persidangan baik yang 
memberatkan maupun meringankan, jika berkaitan dengan masalah Siri’ 
tetap dipertimbangkan sebagai dasar pertimbangan keringanan hukuman 
tetapi tidak menghapuskan pidana. Kenyataannya, justru ada hal lain yang 
membuatnya tidak bisa menjadi dasar keringanan. Tergantung pada aspek 
lain yang bisa menjadi alasan memberatkannya. Menurut Hakim Rafiqah 
Fakhruddin (wawancara tanggal 13 Mei 2015), adapun upaya pencegahan 
yang dapat dilakukan adalah lebih memberi himbauan kepada masyarakat 
yang akan datang dan peningkatan kesadaran hukum di daerah masing-
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masing. Lain halnya dengan Bapak Hakim Nurrachman Fuadi (wawancara 
pada tanggal 13 Mei 2015), beliau berpendapat bahwa hal yang dapat 
menjadi dasar pertimbangan yang memberatkan maupun meringankan 
dapat juga dilihat dari adanya pemicu dari korban. Biasanya pelaku tindak 
pembunuhan melakukan aksinya karena memang dari terdakwa yang salah 
yang hendak mengganggu Siri’ dari terdakwa, namun hal ini tidak dijelaskan 
secara eksplisit di putusan yang mereka buat. Dasar pertimbangan 
memberatkan dan meringankan pidana hanya menyangkut secara umum 
dari perbuatan terdakwa, penjelasan dasar pertimbangannya tidak detail. 
Suku Bugis dan Makassar merupakan suku bangsa utama yang 
mendiami Sulawesi Selatan, disamping suku bangsa utama lainnya seperti 
Toraja dan Mandar. Siri’ adalah aspek kebudayaan yang dianut oleh suku 
Bugis dan Makassar. Diuraikan dalam buku Lontara (catatan yang ditulis 
diatas daun lontar) yang kemudian diwariskan kepada generasi ke lain 
generasi dalam lingkungan masyarakat suku Bugis dan Makassar, hal itu 
tergambarkan sebagai berikut: 
1. Jangan dipermalukan dia, sebab dia akan pilih lebih baik mati 
daripada dipermalukan (Aja mupakasiriwi, matei tu) 
2. Jangan kecewakan dia, sebab apabila dikecewakan pasti 
meninggalkan anda (Aja mulebbaiwi, nabokoiko tu) 
Hal ini ada kaitannya dengan prinsip falsafah orang-orang Bugis-
Makassar, antara lain : “Iamua narisappa warang parang e, nasaba riala 
pallawa siri’. Narekko siri’ Ba’na lao, sunge’natu narenreng (Sesungguhnya 
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harta benda sengaja dicari dan disediakan untuk menutupi malu. Jika 
dipermalukan, maka harta tak ada gunanya lagi, tetapi yang akan bicara 
iyala mayat, nyawa). Hal ini diperjelas lagi apabila seorang wanita Bugis 
bila ia dikecewakan suaminya, “Tinulu melle kuranang benteng patilla 
pinceng nabetae lebba” (Kecintaanku yang tulus ikhlas kepadamu, 
bagaikan benteng yang kuat kokoh, namun ia dapat dapat dirobohkan oleh 
rasa kecewa yang timbul.  
Proses kepribadian yang menjiwai orang Bugis-Makassar yaitu yang 
pertama jangan dipermalukan, karena ia lebih baik mati daripada 
dipermalukan. Kedua, jangan sampai ia dipermalukan. Ketiga, apabila 
sudah dikecewakan, maka ia pasti akan meninggalkan anda. Dengan ciri-
ciri pegangan hidup seperti, “Harta benda yang diusahakan 
memperolehnya, tetapi kalau perlu disediakan untuk menutup malu. Kalau 
sudah dipermalukan, harta tak ada gunanya lagi dan untuk itu ia bersedia 
mati. 
Setiap laki-laki keturunan Bugis-Makassar harus berani, pantang 
menyerah menghadapi lawan maupun tantangan perjuangan hidup. Tabah 
dalam menghadapi setiap coba-cobaan yang melanda. Itulah sebabnya 
maka setiap orang Bugis-Makassar berorientasi ke delapan penjuru 
(persegi), yakni: mampu menghadapi apapun. Berani melawan tantangan 
hidup. 
Siri’ dapat diartikan sebagai pernyataan sikap tidak serakah 
(Mangowa) dan Siri’ sebagai prinsip hidup (pendirian) di daerah Bugis-
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Makassar, Siri’ Narenreng dipertaruhkan demi kehormatan, Siri’ passirikkia 
(bela kehormatan saya), napakasirikka (saya dipermalukan), Tau De’ Siri’na 
(orang yang tidak mempunyai rasa malu dan harga diri), Taroi Siri’ alemu 
(malu kalau tidak sukses atau berbuat jahat). Bahkan Silariang (Minggat) 
adalah salah satu aspek dari Siri’ tersebut yang erat hubungannya dengan 
harga diri dalam arti luas (aspek-aspek identitas keagungan pribadi milik 
bangsanya). Siri’ mengandung pula penilaian kehormatan atau pride 
kebanggan. Sikap hidup atau pegangan hidup suku bangsa Bugis-
Makassar dalam kerangka nasional Bhineka Tunggal Ika. Manifestasi 
daripada prinsip-prinsip penghayatan nilai-nilai Pancasila. 
Ungkapan-ungkapan sikap orang Bugis yang termanifestasikan lewat 
kata-kata : Taro ada taro gau (satunya kata dan perbuatan) yakni setiap 
tekad atau cita-cita ataupun janji yang telat diucapkannya, pasti 
dipenuhinya (dibuktikannya) dalam perbuatan nyata. Sejalan pula dengan 
prinsip Abbattireng ripolipukku (asal usul leleuhur senantiasa dijunjung 
tinggi, segalanya kuabadikan demi keagungan leluhurku) atau dengan 
terjemahan bebas yang berarti segalanya (jiwa ragaku) kuabadikan demi 
untuk Ibu Pertiwi dan negaraku. 
Budayawan Andi Zainal Abidin mengungkapkan perihal masih adanya 
jenis Siri’ yang sering tidak dipahami orang sekarang. Dikemukakakannya 
sebagai berikut: 
Siri’ Masiri’ yaitu pandangan hidup yang bermaksud untuk 
mempertahankan, emningkatkan, atau mencapai suatu prestasi yang 
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dilakukan dengan sekuat tenaga dan segala jerih payah demi Siri’ orang itu 
sendiri, demi Siri’ keluarga dan kelompok. Dalam hal ini demikian orang 
yang bersangkutan tidak merasa dihina oleh orang lain tetapi oleh keadaan 
dirinya sendiri. Siri’ jenis ini melahirkan takad yang kuat dan motivasi yang 
hebat untuk maju. Kalau di Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat 
yang penuh kompetensi hebat, lalu ia tidak berhasil, maka ia akan merantau 
ke negeri lain. 
Nilai budaya yang tak terpisahkan dengan Siri’ ialah pesse babbua 
atau pacce (pedih) yang secara khariah diartikan sebagai perasaan pedih 
dan perih yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang, karena melihat 
penderitaan orang lain. Ia berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, 
solidaritas, kebersamaan, kesetiaan, rasa kemanusiaan, dan motivasi pula 
untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan yang sangat pelik dan 
berbahaya.  
Pada hakekatnya, sikap mental atau pandangan hidup orang Bugis-
Makassar pada umumnya sama dan serasi atau sejalan dan tali temali 
dengan sikap mental orang-orang Makassar. Karena berdasarkan kisah 
awal mula kelahiran kedua suku ini berasal dari satu sumber rumpun. 
Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan orang-orang Bugis 
atau Makssar terhadap Siri’ dan amsalah-masalah penyeleseian Siri’ itu 
hakekatnya sama saja. Begitu pula dengan masalah adat istiadat sebagai 
warisan leluhur mereka yang stau itu. Pada keseharian emosi seringkali 
menguasai rasio dan hal ini erat kaitannya dengan sendi-sendi Siri’. Yakni 
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makanakala ketersinggungan kehormatan (identitas terganggu), maka hal 
tersebut berarti Siri’. Nilai Siri’ bagi orang-orang suku Bugis-Makassar dinilai 
sesuatu yang perlu dimuliakan. Siri’ adalah kebanggaan atau keagungan 
harga diri. Bagi orang-orang suku Bugis-Makassar diwariskan amanah oleh 
leluhurnya untuk menjungjung tinggi adat istiadatnya yang didalamnya 
terpatri pula sendi-sendi Siri’ tersebut. 
Manakala harga diri tersebut disinggung yang karenanya melahirkan 
aspek-aspek Siri’ maka diwajibkan bagi yang tertimpa Siri’ itu untuk 
melakukan aksi-aksi tantangan. Dapat pula berupa aksi perlawanan 
seseorang atau aksi perlawanan kelompok masing-masing. Bagi pihak-
pihak yang terkena Siri’ tetapi membungkem 1001 bahasa (tanpa aksi-aksi 
perlawanan) dijuluki sebagai “Tau tena Siri’na” atau dalam bahas abugis 
“Tau kurang Siri” yang berarti orang yang tidak memiliki rasa malu atau 
harga diri. 
Siri’ adalah sikap mental Suku Bugis-Makassar yang merupakan pola 
hidup tradisional yang membudaya di era modern oleh sekelompok 
masyarakat yang merupakan mayotitas penduduk Sulawesi Selatan. 
Apabila Siri’ mereka diganggu “Ripakasiri” maka ditebusnya dengan darah 
atau nyawa yang “Mappakasiri” (mempermalukan yang menyinggung 
kehormatan tersebut). Maka tepat ungkapan-ungkapan kebudayaan bahwa 
Siri’ berarti sebagian besar dari tulang, daging, dan darah Bugis-Makassar. 
Ia merupakan hati nuraninya yang menghakiki yang dimuliakan dan 
dibanggakan, sesuatu yang tidak boleh disinggung. Ia merupakan sesuatu 
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yang halus berselubung di lubuk hati, apabila orang Bugis-makassar 
mencap seseorang sebagai “Kurang Siri” maka yang bersangkutan akan 
diperlakukan seperti boneka. 
Manakala orang Bugis-Makassar tersinggung dan dikaitkan dengan 
masalah Siri’, maka bukan saja pribadinya yang tersinggung tetapi ia justru 
merasa bahwa segenap keluarga dan leluhurnya turut pula ternoda 
karenanya. Satu-satunya laternatif tebusan ialah alirah darah atau nyawa. 
Dengan demikian ia mengandung nilai-nilai : 
1. Kelaki-lakian 
2. Kekesatriaan 
3. Patriotisme 
4. Kewibawaan dan lain-lain sikap seperti kejantanan, kewiraan bangsa 
Indonesia pada umumnya. 
Dalam pengertian menegakkan kewibawaan dan kehormatan harga 
diri, maupun rumpun keluarga lingkungan yang bersangkutan, sebagai 
harkat manusiawi yang berkewajiban dijunjung tinggi oleh setiap orang atau 
setiap pewaris budaya Siri’ tersebut sebagai aspek ke Bhineka Tunggal Ika-
an tersebut. 
Pada tahun 2014 terjadi paling banyak tindak pidana pembunuhan di 
Kabupaten Soppeng. Adapun motif terjadinya tindak pidana pembunuhan 
berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Soppeng bermacam-macam. 
Sebagian besar karena persoalan harta yang menjadi harga diri pelaku 
yang harus dipertahankan. Selain itu, kasus yang menarik perhatian 
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masyarakat hingga dipublikasikan ke media sosial oleh khalayak adalah 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Umar terhadap korban 
A.Musliadi yang hendak mengganggu keutuhan rumah tangga Umar. 
Kedua tipe kasus tersebut yang akan dikaji oleh penulis yaitu tindak pidana 
pembunuhan yang dilatar belakangi oleh suatu hal yang harus mereka 
pertahankan, dalam istilah masyarakat Sulawesi Selatan hal ini disebut Siri’. 
Siri’ dalam kenyataannya meliputi banyak aspek, tidak hanya terfokus 
pada satu hal. Melainkan Siri’ mencakup banyak hal seperti harga diri, 
kehormatan, dan lain-lain yang menurut masyarakat patut untuk 
dipertahankan dan diperjuangkan. Seperti keutuhan rumah tangga dan 
harta yang hendak dirampas oleh orang lain. Seperti pada kasus Umar yang 
hendak mempertahankan keutuhan keluarganya. Kerumunan warga yang 
menyaksikan pertengkaran antara Umar (pelaku) dan A.Musliadi (korban) 
hanya bisa menonton. Pada saat mereka berusaha untuk melerai Umar 
mengatakan bahwa A.Musliadi telah mengganggu istrinya, sehingga tak 
seorang berani menghentikan aksi Umar. Penulis mengambil hipotesis 
bahwa sekalipun kita berada di daerah yang tidak kental kebudayaannya, 
tetapi setiap warga masih menjungjung tinggi Siri’ sebagai nilai luhur 
budaya. Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN Wns menimbang keadaan yang 
meringankan terdakwa yaitu berlaku sopan dan jujur, dan terdakwa 
mengakui perbuatannya. Hasil wawancara dengan Hakim Nurrachman 
Fuadi, S.H. pada tanggal 13 Mei 2015 mengatakan bahwa banyak fakta 
yang terungkap dalam persidangan yang kemudian bisa menjadi hal yang 
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meringankan sekaligus memberatkan. Pada kasus Umar, segala aspek 
sangat diperhatikan terutama yang berkaitan dengan Pasal 5 Ayat 2 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Khususnya pada kasus Umar, nilai Siri’ yang terdapat pada kasus ini 
dipandang sebagai hal yang meringankan namun tidak menghapuskan 
pidana. Disisi lain, ada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Umar 
sebelumnya pernah dihukum (residivis) sehingga hal tersebut menjadi hal 
yang memberatkan baginya. Tidak hanya itu, berbagai pertimbangan 
diperhatikan dalam hal ini terutama dilihat adanya pemicu dari korban. 
Misalnya, penyebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena 
korban memang salah. A.Musliadi (korban) dalam hal ini memang salah 
karena telah menggoda perempuan yang telah atau masih berstatus istri 
orang lain. Bahkan, A.Musliadi (korban) mengajak istri Umar Pratama Alias 
Umar bin Salama untuk berhubungan badan sekalipun mantan pacarnya 
tersebut atau istri dari Umar Pratama alias Umar bin Salama masih terikat 
tali pernikahan juga mengungkit masa lalu istri terdakwa bahwa dialah 
(korban) yang pertama kali mengambil keperawanannya. Tetapi, A.Musliadi 
sebagai korban tidak serta merta disalahkan. Hakim juga melihat perilaku 
sehari-hari dari istri terdakwa yang memang berprilaku ganjen pada orang 
lain. 
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Oleh karena itu, Siri’ yang seharusnya bisa menjadi dasar 
pertimbangan keringanan pidana bagi terdakwa malah tidak berlaku 
sebagai dasar peringanan karena terungkap fakta lain dalam persidangan 
yaitu istri terdakwa ganjen dan terdakwa sebelumnya pernah melakukan 
tindak pidana pembunuhan. 
Berbeda dengan kasus lain, namun motif pembunuhan yang sama 
dengan tujuan mempertahankan hargat dan martabatnya yang disebut 
dengan Siri’. 
Siri’ tidak hanya menyangkut keutuhan keluarga dan nama baik 
keluarga, tetapi Siri’ juga dapat menyangkut harta yang menjadi milik 
seseorang dan ketika orang lain hendak merebutnya maka patut untuk 
dipertahankan. Seperti yang terjadi pada kasus Beddu Samad, beliau 
adalah orang yang tidak pernah tersentuh oleh bangku sekolah bahkan 
jumlah umur dan kapan ia dilahirkan pun tidak tahu. Berdasarkan putusan 
hakim Nomor 66/Pid.B/2014/PN Wns maka Beddu Samad dijatuhi pidana 
penjara selama dua belas tahun atas perbuatannya membunuh korban La 
Mire bin La Laiheng. Pada saat wawancara Beddu Samad bin Baco Dalli 
mengemukakan kronologis kejadian pembunuhan tersebut. Bahwa pada 
hari Minggu, beliau menemukan Lamire bin Laiheng tengah 
menyemprotkan gulma di kebun milik terdakwa. Lalu terdakwa Beddu 
samad bin Baco Dalli menegur korban untuk menghentikan aktivitasnya 
tersebut tetapi korban marah dan berbalik arah menuju terdakwa lalu 
mencabut dan mengangkat parangnya sambil berjalan kearah terdakwa 
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kemudian terdakwa pun berjalan dan mendekat kearah korban lalu 
memukul tangan kanan korban. Hingga akhirnya terjadi pergemulan 
diantara terdakwa dan korban hingga mengakibatkan korban 
menghembuskan nafas terakhirnya.terdakwa divonis 12 tahun penjara 
karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana (residivis).  
Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa Beddu Samad bin 
Salama, beliau menuturkan bahwa ia melakukan tindak pidana 
pembunuhan karena memegang prinsip bahwa “Barangsiapa yang 
menjajah kita, maka kita patut untuk memusuhinya”. Oleh karena itu Beddu 
Samad bin Salama menghabisi nyawa korban karena lelah merasa 
dibodohi oleh korban yang selalu ingin merebut harta miliknya. Menurut 
tetangganya terdakwa dan korban sering terlibat adu badan. Korban sering 
melaporkan terdakwa kepada Polsek Marioriawa atas tindakan tidak 
menyenangkan tersebut. Sehingga, pada saat para tetangga mendengar 
terdakwa membunuh korban mereka berpikir bahwa Beddu Samad telah 
sampai pada puncaknya tidak tahan ditindas oleh korban. Bahkan, menurut 
salah seorang tetangganya, korban pernah menggunakan gergaji pohon 
untuk menghancurkan  rumah milik terdakwa, sehingga terdakwa harus 
menempati rumah layaknya gubuk. 
Selama proses wawancara, Beddu Samad bin Laiheng menunjukkan 
sikap sopan santun. Pada awal wawancara, penulis mengira Beddu Samad 
adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa. Lama kelamaan Beddu 
Samad menuturkan bahwa ia tidak pernah mengenyam bangku sekolah 
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dan menurut para pegawai Rutan Kelas IIB Watansoppeng, sebelumnya 
Beddu Samad pernah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan dan 
dinyatakan negatif. Penulis tersadar bahwa prilaku Beddu Samad 
disebabkan karena kurangnya pendidikan formal yang ia dapatkan. Hakim 
sebaiknya dalam memutus perkara seperti kasus Beddu Samad sebaiknya 
betul-betul memperhatikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh 
terdakwa. Tidak hanya itu, Beddu Samad adalah tulang punggung Ibunya 
karena ia merupakan anak tunggal dan sanak keluarganya jauh berada di 
kota Palu. Bahkan beliau meminta kepada penulis agar masa hukumannya 
tiga tahun saja dan ia menuturkan jika masih diberi waktu oleh Hakim untuk 
memikirkan banding terhadap putusan yang dijatuhkan padanya. Pegawai 
di Rutan tersebut menjelaskan, bahwa Beddu Samad tidak mengerti jika 
proses banding yang diberikan oleh Hakim hanya berlaku 2 minggu sejak 
putusan dikeluarkan. 
Dari kedua kasus di atas, jika ditinjau dari aspek yuridis putusan yang 
diberikan oleh hakim sudah tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Tetapi ada baiknya jika hakim juga lebih memperhatikan aspek-aspek yang 
ada di dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan 
pidana. 
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Para hakim juga berharap agar kedepannya lebih banyak himbauan 
kepada masyarakat agar tindak pidana dapat diminimalisir serta 
peningkatan kesadaran hukum di daerah masing-masing. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penegakan tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 
338 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi telah sesuai dengan 
unsur-unsur Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dapat sebagai dasar 
meringankan maupun dasar memberatkan. Kelemahan pada hakim 
terdapat pada kurangnya aspek-aspek yang diperhatikan oleh 
mereka sebelum memutus perkara. 
B. Saran 
Adapun saran penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Sebaiknya hakim dalam memutus perkara lebih memperhatikan 
segala aspek terutama tindak pidana yang berkaitan dengan nilai-
nilai yang tumbuh dalam masyarakat yaitu tindak pidana 
pembunuhan yang didasari karena adanya Siri’ yang harus 
dipertahankan. 
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat 
bersedia menerima dan membantu serta mengawasi terdakwa 
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ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumannya 
selesai. 
 
 
  
73 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku: 
 
Habe, Muh. Akbar.2010. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Refleksi: 
Makassar. 
Hamid Abdullah. 1985. Manusia Bugis-Makassar: Jakarta: Inti Idayu 
Press. 
Hamzah, Andi. 2010. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam 
KUHP. Sinar Grafika: Jakarta 
Haryanto, Eko, 2014. Memahami Pembunuhan. Kompas: Jakarta 
Hasan, Hamid. 2013. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan 
Struktural. Bumi Aksara: JakartaHurwitz, Stephen disadur oleh L. 
Muljatno. 1986.  Kriminologi. Bina Aksara: Jakarta 
Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang. 2012.  Delik-Delik Khusus Kejahatan 
Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan.. Sinar Grafika: Jakarta 
MG, A.Moein. 1994. Sirik Na Pacce, Kualleangnga Tallanga Na Toalia. 
Yayasan Makassar Press: Ujung Pandang. 
Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis. Nalar: Jakarta. 
Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa. 2014. Kriminologi. Fajar Interpratama 
Mandiri: Depok 
Setiady, Tolib, 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian 
Kepustakaan. Alfabeta: Bandung 
Stephen Hurwitz. 1986. Kriminologi. disadur oleh L. Muljatno. Bina Aksara: 
 Jakarta.  
Sudjono. 1974. Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian. Tarsito: 
Bandung.   
Uber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung:PTRefika 
Aditama.  
Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar: Sinar 
Grafika. 
 
 
74 
 
Undang-Undang: 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
 
Skripsi: 
 
Andi Dadi Mashuri. 2013. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Adat (Siri’) : Studi kasus Putusan No. 
96/Pid.B/2012/PN.Skg. Skripsi. Program S1. Universitas Hasanuddin. 
Makassar 
 
